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Pemkot harus ten-
tukan kuota bagi seko-
lah negeri menerima
siswa tak mampu.

YOGYAKARTA — Pemkot Yog-
yakarta akan melakukan rayoni-
sasi terhadap sekolah dari TK
hingga SMA. Program tersebut
bertujuan selain untuk pemerataan
kualitas pendidikan di seluruh se-
kolah juga dalam upaya memini-
malkan kemacetan arus lalu lintas
di Yogyakarta pada pagi dan siang
hari. 7

Melalui rayonisasi menurut
Walikota Herry Zudianto nantinya
tidak akan ada lagi sekolah favorit

kata dia, kualitasnya sama. “Anak
yang tinggal di Yogya Utara akan
sekolah di Yogya Utara, kemudian
di Yogya

Selatan juga begitu. Tidak ada
sekolah favorit dan non favorit. Se-
mua sekolah sama dan tidak akan
ada kemacetan menjelang dan pu-
lang sekolah,” tandasnya kepada
wartawan, Jumat (16/1).

Diakuinya, rencana tersebut sa-
at ini tengah di godok oleh Pemkot
Yogyakarta.'Baru kita godok,
mungkin dua atau tiga tahun lagi,”
terangnya.

Dengan sistem tersebut lanjut-
nya, selain pemerataan kualitas
. pendidikan pihaknya juga ingin
., mengatasi ancaman kemacetan
arus lalu lintas di Yogyakarta. Ke-
- bijakan tersebut kata dia, juga
merupakan penjabaran dari Pera-
turan Pemerintah nomor 48 ten-

|- tang pemerataan kualitas pen-

_didikan dan jaminan pendidikan.

dan non favorit. Semua sekolah
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Pemkot Atur
Rayon Sekola

““Mestinya Jakarfa juga melaru-
kan rayonisasi sekolah sehingga
tingkat kemacetan bisa berkurang.
Memajukan atau memundurkan
jam pelajaran tidak akan menyele-
saikan masalah. Di negara maju
bahkan sekolah SMA itu sudah per
kecamatan. Anak-anak di kecama-
tan itu yang sekolahnya di situ. Itu
efisien dan efektif dengan kualitas
yang merata,” tandas Herry.

Kebijakan rayonisasi menurut
Herry, juga untuk menjamin anak-
anak yang bertempat tinggal dekat
dengan sekolah akan memperoleh
peluang besar untuk masuk seko-
lah tersebut tanpa harus jauh-jauh
ke sekolah lain.

Pasalnya kata dia, selama ini
masyarakat seringkali mengejar
sekolah-sekolah yang dianggap fa-

vorit sebagai tujuan pendidikan |

anaknya.

Bahkan orang tua seringkali ti-
dak memikirkan jauhnya jarak
yang harus ditempuh si anak untulk
menuju sekolah tujuannya itu.

“Dengan rayonisasi anak-anak
akan jauh lebih dekat ke sekolah.
Dengan begitu biaya transportasi
yang dikeluarkan orang tua lebih
ringan,’* tambahnya.

Harus diperjelas

Wakil Ketua Komisi A DPRD
Kota Yogyakarta, Ardiyanto me-
ngatakan, gagasan tersebut pernah

dibahas komisi A DPRD Kota Yog- |
yakarta bersama Dinas Pendidi-
kan. Menurutnya, gagasan tersebut
memang cukup bagus untuk pe-
merataan kualitas pendidikan di
Kota Yogyakarta,

“Sekolah di Yogyakarta me-
mang seharusnya menerapkan ra-
yonisasi pendidikan. Setidaknya
ada lima rayon. Tetapi masalahnya

. perayonan itu didasarkan atas apa,
_apakah wilayah atau berda§ar'

prestasi sekolah atau apa. Itu yang
perlu diperjelas,” paparnya.

Selama ini kata dia, sudah ada
beberapa sekolah yang oleh ma-
syarakat di cap sebagai sekolah fa-

- vorit. Masalahnya kemudian apa-
kah sekolah yang sudah mendapat
julukan terbaik itu mau menerima
kebijakan tersebut atau tidak.
“Masalah ini harus dipikirkan dan
dicarikan solusinya oleh Pemkot,™
pintanya.

Terkait pemerataan pendidikan
untuk masyarakat miskin, Komisi
A bahkan pernah mengusulkan

| agar penduduk miskin diberikan

l kuota tersendiri di sekolah negeri

| terutama SMP dan SMA. .

“Sebab di sekolah negeri biaya

pendidikan  sudah ditanggung

pemerintah. Ironisnya berdasarkan

data jumlah siswa miskin kita

| lebih banyak sekolah di swasta
dibandingkan sekolah negeri. Itu
juga harus dicarikan solusinya.”

Komisi A kata Ardiyanto, me-
ngacu pada UU Badan Hukum
Pendidikan (BHP) pernah mengu-
sulkan agar kuota yang harus di-
berikan pada masyarakat miskin
untuk sekolah negeri minimal 20
persen.

Berdasarkan data Komisi I DP

| RD Kota Yogyakarta, jumlah siswa
miskin yang belajar di sekolah ne-
geri sebanyak 1.000 siswa. Semen-
tara siswa miskin yang belajar di
sekolah swasta sebanyak 1.500
siswa lebih. 3

Karena itulah selain rayonisasi,
yang lebih penting menurut Ardi-
yanto, adalah pemerataan kesem-
patan bagi siswa miskin untuk
sekolah di sekolah negeri.

Menanggapi masukan Komisi 1
DPRD Kota Yogyakarta terkait
kuota untuk siswa miskin di seko-
lah negeri tersebut, Herry Zudi-

_ anto mengatakan bahwa gagasan
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tersebut cukup bagus. '

Saat ini pihaknya juga masih
menggodok kemungkinan kuota
tersebut pada penerimaan siswa
baru (PSB) tahun ajaran baru men-
 datang di sekolah negeri. "'Gagasan-
tersebut sudah kita tampung dan
akan digodok dalam PSB tahun
ini,"' tegasnya.

Sejumlah orang tua murid di
Yogyakarta yang dihubunggi me-
ngaku mendukung rencana rayon-
isasi tersebut. Ny Gatot (28) pen-
‘duduk Jalan Tukangan berharap
kebijakan tersebut dapat diterap-
kan dalam waktu yang tidak lama.
“Tiap PSB sebagai orang tua kita
dibuat pusing harus mencari seko-
lah, kalau sudah jelas seperti ini,
kita juga akan mudah mencari,”
ujarnya.
: W yli
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